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Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa 

Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 

Tony Rudi Astono 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. BPD merupakan lembaga 

yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian ini terdiri dari anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat 

Desa Kedaton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa. Peran BPD meliputi fungsi legislasi, yaitu menghasilkan peraturan desa melalui musyawarah desa. 

BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat desa dan pelaksanaan program pembangunan desa. 

Selain itu, BPD berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah 

kabupaten memberikan perhatian lebih terhadap BPD dengan memberikan dukungan yang memadai, baik dalam hal 

anggaran maupun sumber daya manusia. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 

peran dan fungsi BPD agar mereka dapat lebih memahami pentingnya lembaga ini dalam pelaksanaan pemerintahan 

desa. 

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, peran, dan fungsi,  

Abstract: This research aims to analyze the role and function of the Village Consultative 

Body (BPD) in implementing village governance in Kedaton Village, Kapas District, 

Bojonegoro Regency. BPD is an institution that has an important role in carrying out 

village government tasks and representing the interests of the community. The research 

method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, 

observation and documentation studies. The respondents for this research consisted of 

members of the BPD, village officials, and the people of Kedaton Village. The research 

results show that BPD has a significant role and function in implementing village 

governance. The role of the BPD includes the legislative function, namely producing 

village regulations through village deliberations. BPD also has a supervisory function 

over the performance of village officials and the implementation of village development 

programs. Apart from that, the BPD acts as an intermediary between the community and 

the village government in overcoming problems and conveying community aspirations. 

Based on the research results, it is recommended that village and district governments pay 

more attention to BPD by providing adequate support, both in terms of budget and human 

resources. Apart from that, it is necessary to provide outreach and education to the 

community about the role and function of the BPD so that they can better understand the 

importance of this institution in implementing village governance. 
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Pendahuluan 

Desa adalah entitas sosial yang kaya akan tradisi, pranata sosial, dan kekayaan 

budaya asli, yang kemudian berkembang menjadi sebuah pemerintahan demokratis dalam 

kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia. Negara Indonesia membagi 

wilayahnya menjadi daerah-daerah besar dan kecil, dengan tingkatan pemerintahan 

terendah yang disebut Desa. Dalam subsistem pemerintahan Desa ini, Desa memiliki 

otonomi dan wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat 

setempat sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

setempat (Firman, 2020). 

Perjalanan Desa diakui dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah, yang ditandai 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014, n.d.). Secara yuridis, UU ini didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) dalam UUD 

1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam Undang-Undang" (Uwang et al., 2022) 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk. BPD 

berfungsi sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala 

Desa, serta mengesahkan peraturan bersama Kepala Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014, n.d.). Lebih dari itu, BPD juga berperan sebagai wadah untuk menerima dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan adat-

istiadat masyarakat (Uwang et al., 2022) 

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kebutuhan regulatif untuk 

menjadi pemain baru dalam pemerintahan Desa, berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang 

bagi pemerintahan Desa, memberikan peluang yang luas dalam proses politik Desa 

(Harimurti, 2020). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa BPD didesain untuk terlibat dalam 

politik sehari-hari Desa, karena BPD adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan 

politik dan demokrasi yang ada di Desa. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh penulis 

terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keldatoln, yang pada kenyataannya di Desa 

Keldatoln, Kecamatan Kapas, Kabupaten Boljolnegolro, fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, penerima, pendorong, dan penyampai aspirasi 

masyarakat belum berjalan secara efektif (Rumkel, 2019). Oleh karena itu, selama enam 

tahun masa jabatannya, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan 

masyarakat tidak terlihat dengan jelas. 

Sebagai elemen penting yang dianggap dapat menjadi penggerak demokratisasi 

Desa, kehadiran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ternyata masih 

dihadapkan pada beberapa masalah kontradiktif yang menjadi hambatan bagi proses 

demokratisasi (Respati, 2021). Banyak hak masyarakat yang belum dijalankan dengan baik 

menjadi tanggung jawab besar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk 

merealisasikannya. Pasal 68 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan 

bahwa masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah 
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Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

serta menuntut pelayanan yang sama dan adil (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.). 

Masyarakat Desa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau 

tertulis dengan bertanggung jawab mengenai kegiatan penyelenggaraan Desa, pembinaan 

masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Amrullah, 2022). 

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau yang juga dikenal dengan 

sebutan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya mewakili 

penduduk Desa berdasarkan wilayah perwakilan dan ditetapkan secara demokratis untuk 

mengatur kepentingan masyarakat (Sargeson, 2018). Dengan demikian, pengisian anggota 

BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan, 

tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan 

membawa sejumlah perubahan, termasuk dalam peraturan daerah tentang produk hukum 

di Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, n.d.). Produk hukum yang dimaksud adalah 

peraturan Desa tertinggi yang dikeluarkan bersama oleh kepala Desa dan BPD dengan 

partisipasi warga setempat. Perubahan dalam produk hukum Desa harus sesuai dengan 

undang-undang Desa, terutama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan di Desa (Drucza, 2019). Pasal 3 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa tujuan pembentukan 

BPD adalah untuk memperkuat pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi dan 

perannya di era otonomi daerah serta memastikan BPD memenuhi kebutuhan adaptasi dan 

menghormati keinginan masyarakat Desa serta mengawasi kinerja kepala Desa (Peraturan 

Mendagri No. 110 Tahun 2016, n.d.). Hal yang sangat penting dan menarik dalam sistem 

pemerintahan Desa adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa yang berdiri sejajar 

dengan pemerintah Desa dan bertindak sebagai mitra. Keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa yang merupakan salah satu komponen pemerintahan Desa 

memastikan bahwa anggotanya merupakan wakil dari masyarakat berdasarkan perwakilan 

wilayah, diangkat secara demokratis, meningkatkan kinerja lembaga di tingkat Desa, dan 

mengedepankan prinsip persatuan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Fungsi me
l

nge
l

lo
l

la ke
l

kuasaan pe
l

me
l

rintahan desa yang se
l

be
l

lumnya dimo
l

no
l

po
l

li o
l

le
l

h 

ke
l

pala desa, kini ke
l

mbali dikuasai o
l

le
l

h badan Pe
l

rmusyawaratn desa, me
l

mbawa nuansa 

be
l

rbe
l

da dalam ke
l

hidupan de
l

mo
l

krasi desa (P. Zhang, 2020). Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa 

(BPD) diharapkan dapat me
l

njadi wadah atau are
l

na po
l

litik baru bagi masyarakat desa 

untuk me
l

mbangun tradisi de
l

mo
l

krasinya, te
l

mpat me
l

ne
l

tapkan ke
l

bijakan publik desa, dan 

sarana untuk me
l

ngawasi pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan, pro
l

se
l

s pe
l

mbangunan dan 

ke
l

uangan di tingkat desa (Jones, 2018). Hal ini dapat dicapai me
l

lalui Badan 

Pe
l

rmusyawaratan Desa (BPD) yang be
l

rpe
l

ran se
l

bagai mitra ke
l

pala desa dan be
l

rpe
l

ran aktif 

dalam pe
l

mbangunan desa be
l

rsama de
l

ngan ke
l

pala desa dan masyarakat. De
l

ngan latar 

be
l

lakang te
l

rse
l

but, anggo
l

ta BPD diharapkan dapat me
l

njalankan pe
l

rannya se
l

cara maksimal 

se
l

suai de
l

ngan fungsi, jabatan dan tanggung jawabnya (Chalil, 2020). Kualitas BPD dapat 
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diukur de
l

ngan lima fakto
l

r yaitu Ko
l

mpe
l

te
l

nsi, Pe
l

ne
l

rimaan, Tanggung Jawab, 

Ke
l

masyarakatan, dan Akuntabilitas. (Walujan et al., n.d.)  

Kelima hal tersebut merupakan tolak ukur kualitas ideal setiap anggota BPD. Pada 

saat yang sama, kelima indikator kualitas tersebut juga menjadi prasyarat yang harus 

dimiliki anggota BPD agar benar-benar berperan sebagai legislator yang dapat memberikan 

dampak positif bagi masyarakat (Saputra, 2019). Sebagai badan permusyawaratan desa, 

salah satu peran anggota BPD adalah berperan sebagai advokat aspirasi, keinginan, dan 

kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Dalam menjalankan peran tersebut, anggota BPD 

diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. BPD juga harus menjadi sarana 

penghubung kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi 

tersebut dengan baik, anggota BPD perlu memahami, melaksanakan, dan membantu 

mewujudkan aspirasi masyarakat. 

Di Desa Ke
l

dato
l

n, te
l

rdapat be
l

be
l

rapa ke
l

ndala yang dihadapi BPD te
l

rkait pe
l

laksanaan 

fungsi BPD (Sofyani, 2022). Minimnya infrastruktur bagi BPD untuk me
l

njalankan 

fungsinya de
l

ngan baik te
l

ntu saja me
l

njadi hambatan yang cukup be
l

rarti bagi pro
l

se
l

s 

pe
l

nghimpunan aspirasi masyarakat, kare
l

na BPD tidak me
l

lakukan pe
l

rte
l

muan aktif de
l

ngan 

masyarakat, hal ini be
l

rdampak dan me
l

nghambat ke
l

giatan dan inisiatif untuk te
l

rlibat 

se
l

harusnya se
l

ring Me
l

ngadakan diskusi dan undangan pe
l

rte
l

muan, me
l

ski hanya di dalam 

Desa Ke
l

dato
l

n, agar BPD bisa le
l

bih de
l

kat de
l

ngan masyarakat dan me
l

nde
l

ngarkan se
l

cara 

de
l

tail se
l

gala ke
l

luhan dan pe
l

rmintaan masyarakat (Sareen, 2018). Be
l

rpartisipasi dalam 

pe
l

me
l

rintahan desa. Hal ini dibuktikan de
l

ngan minimnya partisipasi warga se
l

te
l

mpat dalam 

pe
l

rte
l

muan-pe
l

rte
l

muan pe
l

mbahasan pe
l

raturan desa dan pe
l

ngawasan kine
l

rja pe
l

me
l

rintah 

desa. 

BPD be
l

rpe
l

ran aktif dalam me
l

ngawasi se
l

gala ke
l

giatan yang be
l

rlangsung dalam 

pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan desa, kare
l

na pe
l

ran pe
l

ngawasan ini be
l

nar-be
l

nar e
l

fe
l

ktif 

dalam me
l

mbangun pe
l

me
l

rintahan desa yang transparan dan be
l

rtanggung (Ernawati, 2021). 

Dalam hal ini, sangat pe
l

nting untuk me
l

nje
l

laskan bagaimana fungsi BPD be
l

ke
l

rja de
l

ngan 

ke
l

pala desa se
l

bagai mitra dalam me
l

nge
l

lo
l

la pe
l

me
l

rintahan desa untuk me
l

ncapai siste
l

m 

pe
l

me
l

rintahan yang baik dan me
l

mbe
l

rikan pe
l

layanan yang me
l

madai ke
l

pada masyarakat 

desa (S. Liu, 2020). 

Metode 

Be
l

rdasarkan masalah yang diangkat, pe
l

ne
l

litian ini digo
l

lo
l

ngkan se
l

bagai pe
l

ne
l

litian 

de
l

skriptif kualitatif, artinya pe
l

ne
l

litian ini be
l

rupaya me
l

nde
l

skripsikan, me
l

ncatat, 

me
l

nganalisis, dan me
l

ngintre
l

pre
l

tasikan apa yang dite
l

liti me
l

lalui o
l

bse
l

rvasi, wawancara dan 

me
l

mpe
l

lajari do
l

kume
l

ntasi. Je
l

nis pe
l

ne
l

litian de
l

skriptif kualitatif dipilih kare
l

na o
l

bye
l

k 

pe
l

ne
l

litian ini be
l

rupa pro
l

se
l

s atau ke
l

giatan maupun tindakan be
l

be
l

rapa o
l

rang, yaitu te
l

ntang 

Analisis Pe
l

ran Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa dalam Pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintah desa di 

Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro (Selmiawan, 2010)
l

. Me
l

ngungkap 

substansi pe
l

ne
l

litian se
l

macam ini dipe
l

rlukan pe
l

ngamatan se
l

cara me
l

ndalam de
l

ngan latar 

yang alami, dan data yang diungkap bukan be
l

rupa angka te
l

tapi be
l

rupa kata, kalimat, 



Indonesian Journal of Social Development  Volume: 1, Nomor 2, 2024 5 of 16 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/ 

paragraf dan do
l

kume
l

n. Pe
l

ne
l

litian ini me
l

rupakan pe
l

ne
l

litian lapangan (fie
l

ld re
l

se
l

arch) yaitu 

pe
l

ne
l

litian yang dilakukan pada suatu ke
l

jadian yang be
l

nar-be
l

nar te
l

rjadi.(Selmiawan, 2010) 

Je
l

nis data yang dikumpulkan dalam pe
l

ne
l

litian ini me
l

rupakan jawaban atas 

pe
l

rtanyaan pe
l

ne
l

litian yang diajukan te
l

rhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan 

yang te
l

lah dite
l

tapkan me
l

nge
l

nai pe
l

laksanaan tugas po
l

ko
l

k dan fungsi BPD dalam 

pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

ce
l

matan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

 

dan fakto
l

r-fakto
l

r yang me
l

mpe
l

ngaruhi pe
l

laksanaan tugas po
l

ko
l

k dan fungsi BPD dalam 

pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

ce
l

matan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro 

(Chen, 2021)
l

. Sumbe
l

r data dalam pe
l

ne
l

litian ini di pe
l

ro
l

le
l

h me
l

lalui dua cara, yakni se
l

bagai 

be
l

rikut : (1) Data prime
l

r, yaitu data yang dipe
l

ro
l

le
l

h langsung de
l

ngan cara me
l

lakukan 

wawancara langsung ke
l

pada info
l

rman yang te
l

lah dipilih yaitu Ke
l

tua BPD, Wakil Ke
l

tua 

BPD, anggo
l

ta BPD , Ke
l

pala Desa, Se
l

ke
l

rtaris Desa, Ke
l

pala Dusun, To
l

ko
l

h Masyarakat yang 

me
l

wakili se
l

tiap Dusun dan pe
l

ngamatan se
l

cara langsung dilapangan pada o
l

bje
l

k pe
l

ne
l

litian. 

(2) Data se
l

kunde
l

r, yaitu data dipe
l

ro
l

le
l

h dari bahan bacaan, studi ke
l

pustakaan dan 

do
l

kume
l

ntasi te
l

ntangPe
l

ranan Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa dalam Pe
l

nye
l

le
l

nggaraan 

Pe
l

me
l

rintahan di Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPD Dalam Pennyelenggaraan Pemerintahan Di Desa 

Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 

Desa Ke
l

dato
l

n me
l

miliki luas wilayah yang se
l

dang, dan dae
l

rah administratif. 

Desa Ke
l

dato
l

n jika me
l

nilik ke
l

 desa lainnya yang te
l

rdapat di ke
l

camatan Kapas adalah 

salah satu dae
l

rah yang me
l

miliki wilayah administratif tidak be
l

gitu be
l

sar. De
l

ngan tidak 

te
l

rlalu be
l

sarnya wilayah yang harus dike
l

mbangkan o
l

le
l

h pe
l

me
l

rintah Desa Ke
l

dato
l

n 

maka hal itu dirasakan akan  cukup me
l

mbantu dalam me
l

lanjutkan po
l

te
l

nsi yang 

te
l

rdapat di Desa Ke
l

dato
l

n pada masa yang akan datang. 

Se
l

cara ge
l

o
l

grafis Desa Ke
l

dato
l

n me
l

rupakan salah satu Desa di Ke
l

camatan 

Kapas yang me
l

mpunyai luas wilayah me
l

ncapai 190 Ha. De
l

ngan jumlah 

pe
l

nduduk Desa Ke
l

dato
l

n se
l

banyak 2938 Jiwa. Desa Ke
l

dato
l

n me
l

rupakan salah satu 

Desa dari 21 (dua puluh satu) Desa yang ada di Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n 

Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro (Li, 2021)
l

. Be
l

ntuk wilayah Desa Ke
l

dato
l

n dataran re
l

ndah. Desa Kapas 

te
l

rle
l

tak di se
l

be
l

lah Utara Ke
l

camatan Kapas yang apabila dite
l

mpuh de
l

ngan me
l

makai 

ke
l

ndaraan hanya me
l

nghabiskan waktu se
l

lama ± 5 me
l

nit. 

Berikut ini batas-batas wilayah Desa Kedaton: 

a) Selbellah Utara  : Desa Kapas Ke lc. Kapas 

b) Selbellah Timur  : Desa Kabunan Kelc. Baleln 

c) Selbellah Sellatan  : Desa Sido ldadi Kelc. Suko lselwu 

d) Selbellah Barat  : Desa Plelsungan Ke lc. Kapas 

Luas wilayah desa kedaton seluruhnya mencapai 190 ha dan terdiri dari tanah 

darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut: 
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a) Tanah Darat  : 39,15 Ha 

b) Tanah Sawah  : 125,05 Ha 

Desa Ke
l

dato
l

n me
l

rupakan kawasan pe
l

desaan yang be
l

rsifat agraris, de
l

ngan mata 

pe
l

ncaharian dari se
l

bagian be
l

sar pe
l

nduduknya adalah be
l

rco
l

co
l

k tanam te
l

rutama se
l

kto
l

r 

Pe
l

rtanian dan Pe
l

rke
l

bunan. Se
l

dangkan pe
l

ncaharian lainnya adalah se
l

kto
l

r Pe
l

rdagangan, 

buruh, jasa, pe
l

rbe
l

ngke
l

lan, dan Ho
l

me
l

 Industri yang be
l

rge
l

rak di bidang ke
l

rajian yaitu 

Pande
l

 Be
l

si (Listyaningsih, 2018). Pe
l

manfaatan hasil o
l

lahan dan pe
l

rke
l

bunan hanya 

se
l

bagian ke
l

cil saja.  

Misi Desa Ke
l

dato
l

n adalah suatu gambaran ide
l

al te
l

ntang ke
l

adaan masa de
l

pan 

yang diinginkan de
l

ngan me
l

lihat po
l

te
l

nsi dan ke
l

butuhan desa. Pe
l

nyusunan Visi desa 

Ke
l

dato
l

n dilakukan de
l

ngan pe
l

nde
l

katan partisipatif, me
l

libatkan pihak- pihak yang 

be
l

rke
l

pe
l

ntingan di desa se
l

pe
l

rti pe
l

me
l

rintah desa, BPD, to
l

ko
l

h masyarakat, to
l

ko
l

h agama, 

to
l

ko
l

h pe
l

re
l

mpuan, to
l

ko
l

h pe
l

muda dan masyarakat desa pada umumnya (Fahmid, 2020). 

Be
l

rdasarkan hasil musyawarah be
l

rsama maka dite
l

tapkan visi Desa Ke
l

dato
l

n 

adalah:‘‘Te
l

rciptanya masyarakat yang maju dan se
l

jahte
l

ra me
l

lalui pe
l

rtanian dan sarana 

prasarana transpo
l

rtasi yang me
l

madai (didasarkan pada po
l

te
l

nsi masalah desa). Se
l

lain  

pe
l

nyusunan Visi juga dite
l

tapkan misi-misi yang me
l

muat se
l

suatu pe
l

rnyataan yang harus 

dilaksanakan o
l

le
l

h Desa agar Visi desa dapat te
l

rcapai. Pe
l

rnyataan visi ini dijabarkan ke
l

 

dalam misi agar dapat dio
l

pe
l

rasio
l

nalkan dan dike
l

rjakan. Se
l

bagaimana pe
l

nyusunan visi, 

misi pun dalam pe
l

nyusunannya me
l

nggunakan pe
l

nde
l

katan partisipatif dan de
l

ngan 

pe
l

rtimbangan po
l

te
l

nsi dan ke
l

butuhan Desa Ke
l

dato
l

n (Atmadja, 2018). 

Maka misi desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah: 

a) Melwujudkan telrciptanya kelamanan dan keltelrtiban masyarakat selcara 

kolmprelhelnsif dan telrpadu. 

b) Melningkatkan kualitas kelselhatan dan pelndidikan yang melrata dan telrjangkau. 

c) Melningkatkan kelmandirian dan kelseljahte lraan masyarakat dan melnge ldelpankan 

po lla pelmbangunan partisipasi. 

d) Melngo ltimalkan pellayanan kelmasyarakatan melnuju telrciptanya pelmelrintahan 

yang baik. 

e) Melmpelrko lkolh se lmangat kelbangsaan yang be lrsinelrgi de lngan dinamika so lcial 

dan kelarifan lo lkal. 

f) Melningkatkan pe lmbangunan infrastruktur yang pro lpo lrsiolnal, belrkualitas, dan 

belrkellanjutan. 

g) Melmajukan pe lrelkolno lmian masyarakat desa dan melmpelrkuat masyarakat desa 

selbagai subjelk pelmbangunan, selhingga dapat melndo lro lng pelningkatan 

pelndapatan rakyat. 

h) Melningkatkan kualitas ke lhidupan belragama dan me lwujudkan masyarakat  

Keldatoln belriman dan be lrtaqwa. 

Pellaksanaan tugas po lko lk dan fungsi pe lngawasan BPD dalam pe lnyellelnggaraan 

pelmelrintahan di Desa Keldatoln Kelcamatan Kapas Kabupate ln Bo ljo lnelgolrol, belrdasarkan 
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hasil pelnellitian, te lrdapat tugas polkolk dan fungsi Pe lngawasan BPD yang tellah 

dilaksanakan di Desa Keldatoln yaitu selbagai be lrikut : 

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 
 Be

l

rdasarkan wawancara de
l

ngan Bapak Mujianto
l

 se
l

laku ke
l

tua BPD desa 

Ke
l

dato
l

n bahwa, BPD me
l

rupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa.wadah 

aspirasi yang dimaksud disini yaitu se
l

bagai te
l

mpat bagi masyarakat untuk 

me
l

nampung se
l

gala ke
l

luhan- ke
l

luhannya dan ke
l

mudian me
l

nindak lanjuti aspirasi 

te
l

rse
l

but untuk disampaikan ke
l

pada instansi atau le
l

mbaga yang te
l

rkait. Banyak 

cara yang dilakukan untuk me
l

nampung se
l

gala ke
l

luhan-ke
l

luhan yang ke
l

mudian 

ditindak lanjuti yaitu de
l

ngan cara te
l

rtulis dan se
l

cara lisan (Yuan, 2020). Cara 

te
l

rtulis misalnya masalah-masalah te
l

rse
l

but te
l

rkait de
l

ngan pe
l

mbangunan dan 

ke
l

majuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan le
l

bih lanjut dalam be
l

ntuk 

pe
l

raturan desa dan se
l

cara lisan Masyrakat bisa langsung me
l

nyampaikan aspirasi 

ke
l

 BPD (Wilfahrt, 2018). 

 Be
l

rdasarkan wawancara de
l

ngan Bapak Mujianto
l

 se
l

laku Ke
l

tua BPD 

me
l

nambahkan bahwa, se
l

te
l

lah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah 

se
l

lanjutnya adalah BPD me
l

nyalurkan aspirasi masyarakat te
l

rse
l

but dalam 

Musyawarah desa yang dise
l

le
l

nggarakan o
l

le
l

h BPD (Teng, 2022). Se
l

te
l

lah 

me
l

mpe
l

ro
l

le
l

h aspirasi dan ke
l

mudian me
l

mbahasnya, BPD ke
l

mudian me
l

ne
l

ruskan 

dan me
l

nyampaikan se
l

bagaimana maksud yang diharapkan o
l

le
l

h masyarakat. 

Namun pada ke
l

se
l

mpatan ini pihak pe
l

me
l

rintah desa dibe
l

ri ke
l

se
l

mpatan untuk 

me
l

mbe
l

rikan pe
l

nje
l

lasan te
l

rkait aspirasi yang disampaikan o
l

le
l

h masyarakat. 

2. Pengawasan terhadap Kebijakan Desa 

Be
l

rdasarkan wawancara ke
l

pada bapak Mujianto
l

 se
l

laku Ke
l

tua BPD desa 

Ke
l

dato
l

n Pe
l

ngawasan te
l

rhadap ke
l

bijakan desa me
l

rupakan salah satu pe
l

ran utama 

Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa (BPD). Be
l

be
l

rapa aspe
l

k pe
l

nting dalam pe
l

ngawasan 

te
l

rhadap ke
l

bijakan desa: 

a) Melninjau Ke lbijakan Desa: BPD me lmiliki tugas untuk me lmpe llajari, me lnellaah, 

dan melnge lvaluasi ke lbijakan desa yang tellah diusulkan atau diimple lmelntasikan 

o llelh kelpala desa dan pelrangkat desa lainnya. Melrelka pelrlu me lmahami selcara 

melnye lluruh isi ke lbijakan te lrselbut, te lrmasuk tujuan, sasaran, relncana 

pellaksanaan, se lrta kolnselkuelnsi yang mungkin timbul. 

b) Velrifikasi Lelgalitas Kelbijakan: BPD me llakukan ve lrifikasi lelgalitas kelbijakan desa 

yang diajukan. Melrelka me lmastikan bahwa ke lbijakan telrse lbut se lsuai delngan 

pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku, telrmasuk pe lraturan desa, 

pelraturan daelrah, dan pelraturan nasiolnal yang rellelvan. 

c) Analisis Dampak Ke lbijakan: BPD melnganalisis dampak ke lbijakan desa telrhadap 

masyarakat dan lingkungan. Me lrelka me lnge lvaluasi apakah ke lbijakan telrselbut 

dapat melmbe lrikan manfaat yang diharapkan, apakah ada po ltelnsi dampak 

nelgatif yang pelrlu diatasi, se lrta bagaimana imple lmelntasi ke lbijakan te lrselbut 

melmelngaruhi be lrbagai aspelk ke lhidupan masyarakat desa. 
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d) Pelngawasan Imple lmelntasi Ke lbijakan: BPD me llakukan pelngawasan te lrhadap 

implelmelntasi ke lbijakan desa yang te llah dise ltujui. Me lrelka me lmantau apakah 

kelbijakan telrse lbut dijalankan se lsuai de lngan relncana yang tellah diteltapkan, 

apakah sumbe lr daya yang dipe lrlukan tellah te lrseldia, dan apakah pro lgram-

prolgram yang telrkait te llah dilaksanakan de lngan baik. 

e) Transparansi dan Akuntabilitas: BPD me lmastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pro lsels ke lbijakan desa. Melrelka belrpelran dalam 

melnye ldiakan info lrmasi ke lpada masyarakat desa melngelnai ke lbijakan yang 

diambil, alasan di balik ke lputusan te lrselbut, se lrta implikasi bagi masyarakat. 

BPD juga me lmastikan bahwa pihak-pihak yang belrtanggung jawab te lrhadap 

kelbijakan desa melmbawa akuntabilitas dalam pe llaksanaannya. 

f) Partisipasi Masyarakat: BPD me llibatkan masyarakat desa dalam pe lngawasan 

kelbijakan desa. Me lrelka me lndo lrolng partisipasi aktif masyarakat dalam 

melmbelrikan masukan, me lnyampaikan aspirasi, selrta melmbe lrikan umpan balik 

telrkait kelbijakan yang be lrdampak pada me lrelka. Partisipasi masyarakat dapat 

dilakukan me llalui musyawarah desa, pelrte lmuan-pelrte lmuan te lrbuka, atau 

melkanismel partisipatif lainnya. 

Pe
l

ngawasan te
l

rhadap ke
l

bijakan desa dilakukan de
l

ngan tujuan untuk 

me
l

mastikan ke
l

bijakan te
l

rse
l

but se
l

suai de
l

ngan ke
l

butuhan dan aspirasi masyarakat 

desa, se
l

rta untuk me
l

ncapai tujuan pe
l

mbangunan yang be
l

rke
l

lanjutan dan 

ke
l

se
l

jahte
l

raan masyarakat se
l

cara luas. 

3. Proses Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa 
 Be

l

rdasarkan wawancara ke
l

pada bapak Mujianto
l

 se
l

laku Ke
l

tua BPD desa 

Ke
l

dato
l

n me
l

ngatakan bahwa dalam me
l

rumuskan dan me
l

ne
l

tapkan pe
l

raturan desa 

BPD be
l

rsama de
l

ngan Ke
l

pala Desa dan pe
l

rangkatnya me
l

lalui be
l

be
l

rapa pro
l

se
l

s antara 

se
l

bagai be
l

rikut : 

a) Penetapan Program Legislasi Desa 

i. Tim perencanaan desa atau pemerintah desa menetapkan program 

legislasi desa yang akan disusun dalam periode tertentu, biasanya dalam 

bentuk rencana kerja pemerintah desa (RKPD) 

ii. Program tersebut akan mencakup jenis perdes yang akan di susun, 

misalnya perdes tentang anggaran desa, tata tertib BPD, atau aturan 

mengenai pemanfaatan lahan 

b) Pembahasan Awal Rancangan Perdes: 

i. Tim pe
l

re
l

ncanaan desa atau pe
l

me
l

rintah desa me
l

nyusun rancangan awal 

Pe
l

rde
l

s be
l

rdasarkan pro
l

gram le
l

gislasi desa yang te
l

lah dite
l

tapkan.  

ii. Rancangan awal ini ke lmudian dibahas se lcara inte lrnal de lngan mellibatkan 

BPD untuk me lndapatkan masukan dan pe lrseltujuan te lrkait matelri yang 

akan diatur dalam Pe lrdels. 

c) Konsultasi dan Pendengaran Umum: 
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i. Rancangan Pe lrdels dibawa ke l BPD untuk dilakukan ko lnsultasi dan 

melndapatkan masukan dari anggo lta BPD.  

ii. Seltellah itu, dilakukan pe lndelngaran umum di hadapan masyarakat desa 

untuk me lmbelrikan ke lselmpatan ke lpada warga desa untuk me lmbelrikan 

saran, pe lndapat, atau ke lbelratan telrhadap rancangan Pe lrdels. 

d) Pembahasan dan Persetujuan dalam Rapat BPD: 

i. Seltellah me lndapatkan masukan dari masyarakat, BPD melmbahas 

rancangan Pe lrdels dalam rapat-rapat yang mellibatkan anggolta BPD.  

ii. Pada tahap ini, BPD dapat me lmbe lrikan saran, me llakukan pe lrubahan, atau 

melnye ltujui rancangan Pe lrdels. 

e) Persetujuan Kepala Desa: 

i. Seltellah rancangan Pe lrdels diseltujui o llelh BPD, rancangan telrselbut diajukan 

kelpada Kelpala Desa untuk me lndapatkan pe lrseltujuan.  

ii. Kelpala Desa dapat me lmbelrikan masukan atau me llakukan pe lrubahan 

pada rancangan Pe lrdels selbellum me lmbelrikan pe lrseltujuan akhir. 

f) Pengumuman dan Pendengaran Umum Lanjutan: 

i. Seltellah pe lrseltujuan Ke lpala Desa, rancangan Pe lrdels diumumkan ke lpada 

masyarakat desa untuk pelriolde l waktu telrtelntu.  

ii. Dilakukan pe lndelngaran umum lanjutan untuk me lmbe lrikan ke lselmpatan 

kelpada warga desa yang ingin me lnyampaikan tanggapan atau ke lbelratan 

telrhadap rancangan Pe lrdels. 

g) Penetapan Perdes: 

i. Seltellah me llalui tahap pe lngumuman dan pe lndelngaran umum lanjutan, 

Pelrdels dite ltapkan se lcara relsmi o llelh Ke lpala Desa.  

ii. Pelrdels yang tellah dite ltapkan kelmudian dilapo lrkan dan didaftarkan 

kelpada instansi yang be lrwe lnang, se lpelrti Dinas Pe lmbelrdayaan 

Masyarakat Desa atau Kantolr Wilayah Kelmelnte lrian Dalam Ne lgelri. 

Be
l

rdasarkan wawancara de
l

ngan Bapak Suntiyo
l

no
l

 se
l

laku ke
l

pala desa 

me
l

nambahkan bahwa, Se
l

te
l

lah BPD dan Ke
l

pala Desa me
l

ngajukan rancangan 

Pe
l

raturan Desa ke
l

mudian akan dibahas be
l

rsama dalam rapat inte
l

rnal BPD dan 

se
l

te
l

lah me
l

ngalami pe
l

nambahan dan pe
l

rubahan, ke
l

mudian rancangan Pe
l

raturan 

Desa te
l

rse
l

but disahkan dan dise
l

tujui se
l

rta dite
l

tapkan se
l

bagai Pe
l

raturan Desa. 

Dalam me
l

ne
l

tapkan pe
l

raturan desa, antara BPD dan Ke
l

pala Desa sama-sama 

me
l

miliki pe
l

ran yang sangat pe
l

nting yaitu BPD me
l

nye
l

tujui pe
l

rde
l

s te
l

rse
l

but dan 

ke
l

pala desa me
l

ne
l

tapkannya. 

Be
l

rdasarkan wawancara de
l

ngan Bapak Mujianto
l

 yang me
l

ngatakan bahwa, 

Se
l

te
l

lah usulan-usulan te
l

rse
l

but dibahas dan die
l

valuasi ke
l

mudian dilakukan 

pe
l

ne
l

tapan be
l

rsama dalam be
l

ntuk rancangan untuk se
l

lanjutnya dirumuskan dalam 

be
l

ntuk Pe
l

raturan Desa (J. Liu, 2022). Be
l

rdasarkan wawancara Bapak Nurhadi yang 

me
l

nambahkan bahwa, Usulan-usulan yang te
l

lah ditampung te
l

rse
l

but be
l

rasal atau 

be
l

rsumbe
l

r dari Pe
l

me
l

rintah Desa dan BPD se
l

rta Ke
l

pala Dusun dan to
l

ko
l

h-to
l

ko
l

h 
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masyarakat yang ikut se
l

rta dalam pro
l

se
l

s pe
l

mbahasan dan pe
l

ne
l

tapan Pe
l

raturan 

Desa yang dimana usulan te
l

rse
l

but dapat me
l

njadi dasar atau pato
l

kan dalam 

me
l

njalankan Pe
l

me
l

rintahan Desa (Y. Zhang, 2019). Me
l

skipun gagasan atau usulan-

usulan yang sudah ditampung le
l

bih banyak be
l

rasal dari pe
l

me
l

rintah desa. Dari 

uraian diatas dapat dilihat bahwa pe
l

laksanaan tugas po
l

ko
l

k BPD tidak se
l

pe
l

nuhnya 

dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada 3 (tiga) tugas po
l

ko
l

k yang 

dilaksanakan dari 6 (e
l

nam) tugas po
l

ko
l

k yang te
l

lah dite
l

tapkan pada PP No
l

 72 Tahun 

2005 dan (Pelrmelndagri Nol 110 Tahun 2016, N.D.) 
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desat Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 

Be
l

be
l

rapa Fakto
l

r yang pe
l

ne
l

liti pe
l

ro
l

le
l

h dari lapangan, ada be
l

be
l

rapa fakto
l

r dalam 

pe
l

laksanaan tugas po
l

ko
l

k dan fungsi BPD dalam Pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di desa 

ke
l

dato
l

n adalah se
l

bagai be
l

rikut : 

a) Faktor Pendukung 

i. Peraturan Daerah 

Pe
l

raturan dae
l

rah yang be
l

rlaku di Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

, te
l

rmasuk aturan 

yang me
l

ngatur fungsi dan ke
l

we
l

nangan BPD, dapat me
l

mpe
l

ngaruhi Tugas 

Po
l

ko
l

k dan Fungsi BPD di Desa Ke
l

dato
l

n. Pe
l

raturan dae
l

rah te
l

rse
l

but bisa 

me
l

ne
l

tapkan ke
l

we
l

nangan, tugas, we
l

we
l

nang, dan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan o
l

le
l

h BPD. 

ii. Undang-undang Desa 
(Undang - Undang Nol 6 Tahun 2014, n.d.) te

l

ntang Desa me
l

rupakan acuan utama 

dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di tingkat desa. Ke
l

te
l

ntuan dalam 

undang-undang te
l

rse
l

but me
l

ngatur Tugas Po
l

ko
l

k dan Fungsi BPD, te
l

rmasuk 

partisipasi dalam pe
l

mbuatan ke
l

bijakan, pe
l

ngawasan, dan pe
l

mbe
l

rdayaan 

masyarakat desa. BPD di Desa Ke
l

dato
l

n akan me
l

njalankan tugas dan fungsi 

se
l

suai de
l

ngan ke
l

te
l

ntuan yang te
l

rcantum dalam undang-undang te
l

rse
l

but. 

iii. Struktur Organisasi Desa 

Struktur o
l

rganisasi desa di Desa Ke
l

dato
l

n, te
l

rmasuk hubungan antara BPD 

de
l

ngan ke
l

pala desa dan le
l

mbaga-le
l

mbaga lainnya, dapat me
l

mpe
l

ngaruhi 

Tugas Po
l

ko
l

k dan Fungsi BPD. Ke
l

te
l

rkaitan antara BPD de
l

ngan le
l

mbaga 

pe
l

me
l

rintahan desa lainnya, se
l

pe
l

rti ke
l

pala desa, le
l

mbaga ke
l

masyarakatan 

desa, dan le
l

mbaga adat, akan me
l

mpe
l

ngaruhi bagaimana BPD me
l

laksanakan 

tugas dan fungsi dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan desa. 

iv. Peran dan Keterlibatan Masyarakat 

Tingkat partisipasi dan ke
l

te
l

rlibatan masyarakat desa juga dapat 

me
l

mpe
l

ngaruhi Tugas po
l

ko
l

k dan Fungsi BPD. Se
l

makin aktif dan te
l

rlibatnya 

masyarakat desa dalam pro
l

se
l

s musyawarah desa, pe
l

ne
l

ntuan ke
l

bijakan, dan 

pe
l

laksanaan pro
l

gram desa, se
l

makin kuat pula pe
l

ran BPD dalam me
l

wakili 
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ke
l

pe
l

ntingan masyarakat dan me
l

lakukan pe
l

ngawasan te
l

rhadap pe
l

me
l

rintah 

desa. 

v. Kapasitas dan Kemampuan BPD 

Ke
l

mampuan dan kapasitas anggo
l

ta BPD, te
l

rmasuk pe
l

mahaman te
l

rhadap 

pe
l

raturan pe
l

rundang-undangan, pe
l

nge
l

tahuan te
l

ntang tugas dan fungsi BPD, 

se
l

rta ke
l

te
l

rampilan dalam pe
l

nge
l

lo
l

laan administrasi dan ko
l

munikasi, akan 

be
l

rpe
l

ngaruh te
l

rhadap pe
l

laksanaan Tugas Po
l

ko
l

k dan Fungsi BPD. 

Pe
l

ningkatan kapasitas anggo
l

ta BPD me
l

lalui pe
l

latihan dan pe
l

ndidikan dapat 

me
l

ningkatkan e
l

fe
l

ktivitas dalam me
l

laksanakan tugas dan fungsi me
l

re
l

ka. 

b) Faktor Penghambat 

Tugas po
l

ko
l

k dan fungsi Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di Desa Ke
l

dato
l

n, Ke
l

camatan Kapas, Kabupate
l

n 

Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

, dapat dipe
l

ngaruhi o
l

le
l

h be
l

be
l

rapa fakto
l

r pe
l

nghambat. Be
l

rikut adalah 

be
l

be
l

rapa fakto
l

r yang me
l

mpe
l

ngaruhi BPD dalam me
l

njalankan tugasnya: 

i. Kurangnya Sumber Daya Manusia 

Anggo
l

ta BPD tidak me
l

miliki pe
l

nge
l

tahuan, ke
l

te
l

rampilan, dan pe
l

mahaman 

yang me
l

madai te
l

ntang tugas dan fungsi me
l

re
l

ka, hal ini dapat me
l

njadi 

pe
l

nghambat dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di desa. Kurangnya 

sumbe
l

r daya manusia yang be
l

rkualitas juga dapat me
l

mpe
l

ngaruhi 

ke
l

mampuan BPD dalam me
l

ngambil ke
l

putusan yang te
l

pat dan e
l

fe
l

ktif. 

ii. Ketebatasan Anggaran 

Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa di desa Ke
l

dato
l

n me
l

mbutuhkan dukungan 

anggaran untuk me
l

laksanakan tugasnya se
l

cara o
l

ptimal. Ke
l

te
l

rbatasan 

anggaran dapat me
l

nghambat BPD dalam me
l

ngimple
l

me
l

ntasikan pro
l

gram-

pro
l

gram yang be
l

rtujuan untuk me
l

ningkatkan ke
l

se
l

jahte
l

raan masyarakat. 

Kurangnya anggaran juga dapat me
l

mpe
l

ngaruhi pe
l

laksanaan ke
l

giatan rutin 

BPD, se
l

pe
l

rti pe
l

rte
l

muan dan so
l

sialisasi. 

iii. Ketidakjelasan Peran dan Wewenang 

Pe
l

ran  dan we
l

we
l

nang BPD di desa Ke
l

dato
l

n tidak je
l

las atau te
l

rjadi tumpang 

tindih de
l

ngan instansi lain di tingkat desa, ini dapat me
l

nye
l

babkan 

ke
l

bingungan dan ke
l

tidakpastian dalam tugas dan fungsi BPD. Hal ini dapat 

me
l

nghambat kine
l

rja BPD dan me
l

ngurangi e
l

fe
l

ktivitas me
l

re
l

ka dalam 

me
l

ngawasi pe
l

me
l

rintahan desa. 

iv. Konflik Internal 

Ko
l

nflik atau pe
l

rbe
l

daan pe
l

ndapat di antara anggo
l

ta BPD desa Ke
l

dato
l

n dapat 

me
l

nghambat pro
l

se
l

s pe
l

ngambilan ke
l

putusan dan pe
l

laksanaan tugas. Ke
l

tidak 

harmo
l

nisan antar anggo
l

ta BPD dapat me
l

nye
l

babkan ke
l

tidakstabilan dan 

kurangnya ko
l

o
l

rdinasi dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di desa. 

v. Kurangnya Partisipasi Masyarakat 

Badan Pe
l

rmusyawaratan Desa desa Ke
l

dato
l

n me
l

mbutuhkan partisipasi aktif 

masyarakat dalam me
l

laksanakan tugas dan fungsi me
l

re
l

ka. Jika masyarakat 
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kurang be
l

rpartisipasi dalam pro
l

se
l

s pe
l

ngambilan ke
l

putusan dan pe
l

laksanaan 

pro
l

gram desa, BPD akan ke
l

sulitan dalam me
l

ncapai tujuan me
l

re
l

ka. 

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat me
l

nghambat akuntabilitas dan 

transparansi dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan desa. 

vi. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah 

Dukungan pe
l

me
l

rintah dae
l

rah atau Kabupate
l

n sangat pe
l

nting dalam 

me
l

mfasilitasi tugas dan fungsi BPD. Jika pe
l

me
l

rintah dae
l

rah tidak 

me
l

mbe
l

rikan dukungan yang cukup, baik dalam hal anggaran maupun dalam 

pe
l

mbuatan ke
l

bijakan yang me
l

ndukung pe
l

ran BPD, hal ini dapat me
l

njadi 

pe
l

nghambat dalam pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di desa. 

vii. Kurangnya Informasi dan Komunikasi 

Ke
l

tidaktahuan anggo
l

ta BPD te
l

ntang pe
l

raturan, ke
l

bijakan, dan info
l

rmasi 

te
l

rkini dapat me
l

nghambat kine
l

rja BPD desa Ke
l

dato
l

n. Kurangnya akse
l

s 

te
l

rhadap info
l

rmasi dan kurangnya ko
l

munikasi antara BPD dan pihak te
l

rkait 

juga dapat me
l

mpe
l

ngaruhi kualitas pe
l

ngambilan ke
l

putusan dan 

imple
l

me
l

ntasi pro
l

gram desa. 

Simpulan 

Pe
l

laksanaan Pe
l

ran dan fungsi BPD Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n 

Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

 se
l

pe
l

nuhnya be
l

lum te
l

rlaksana hal ini dapat dilihat tugas po
l

ko
l

k yang te
l

lah 

dilaksankan o
l

le
l

h BPD yaitu me
l

nampung dan me
l

nyalurkan aspirasi masyarakat, 

Pe
l

ngawasan te
l

rhadap ke
l

bijakan desa, pro
l

se
l

s pe
l

mbahasan dan pe
l

ne
l

tapan pe
l

raturan Desa 

be
l

rsama de
l

ngan Ke
l

pala Desa. Me
l

nge
l

nai fungsi Pe
l

ngawasan yang dilakukan o
l

le
l

h BPD te
l

lah 

dilaksanakan de
l

ngan baik se
l

hingga dapat me
l

minimalisir te
l

rjadinya pe
l

nyimpangan 

te
l

rhadap Anggaran yang dike
l

lo
l

la o
l

le
l

h pe
l

me
l

rintah desa. Pe
l

ran fungsi BPD dalam 

pe
l

nye
l

le
l

nggaraan pe
l

me
l

rintahan di Desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

 

dipe
l

ngaruhi o
l

le
l

h dua fakto
l

r yaitu fakto
l

r pe
l

ndo
l

ro
l

ng dan fakto
l

r pe
l

nghambat. Fakto
l

r 

pe
l

ndo
l

ro
l

ng yaitu de
l

ngan adanya Undan-undang te
l

ntang desa No
l

 tahun 2014, adanya 

pe
l

raturan dae
l

rah kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

 no
l

 1 tahun 2019, Struktur o
l

rganisasi Badan 

Pe
l

rmusyawaratan desa, pe
l

ran dan ke
l

te
l

rlibatan Masyarakat, Kapasitas dan ke
l

mampuan 

BPD dalam me
l

ne
l

rapkan aturan yang se
l

suai de
l

ngan re
l

gulasi, lingkungan so
l

sial dan budaya 

desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas Kabupate
l

n Bo
l

jo
l

ne
l

go
l

ro
l

. Se
l

dangkan fakto
l

r pe
l

nghambat 

pe
l

ran dan fungsi Badan Pe
l

musyawaratan Desa dalam me
l

nye
l

le
l

nggarakan Pe
l

me
l

rintahan Di 

desa Ke
l

dato
l

n Ke
l

camatan Kapas yaitu Kurangnya Sumbe
l

r Daya Manusia, Ke
l

te
l

rbatasan 

Anggaran yang dike
l

luarkan o
l

le
l

h Desa untuk BPD. 

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a) Pelningkatan Sumbe lr Daya Manusia: Me lmbe lrikan pellatihan dan pe lndidikan ke lpada 

anggolta BPD untuk me lningkatkan pe lngeltahuan, ke ltelrampilan, dan pe lmahaman 

melrelka telrkait tugas dan fungsi BPD. Dukungan dari pe lmelrintah dae lrah dan 
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lelmbaga te lrkait dapat me lmbantu dalam pe lnye ldiaan pro lgram pe llatihan yang 

rellelvan. 

b) Pelngalo lkasian Anggaran yang Me lmadai: Melmastikan adanya alo lkasi anggaran 

yang cukup untuk me lndukung kelgiatan dan prolgram BPD. Pe lmelrintah dae lrah pelrlu 

melmprio lritaskan anggaran untuk me lmfasilitasi kine lrja BPD agar dapat me lnjalankan 

tugasnya se lcara o lptimal. 

c) Klarifikasi Pe lran dan We lwelnang: Me lngklarifikasi pe lran dan welwe lnang BPD selcara 

jellas dan me lmastikan tidak telrjadi tumpang tindih de lngan instansi lain di tingkat 

desa. Hal ini akan me lmbantu dalam me lningkatkan elfelktivitas dan e lfisielnsi ke lrja 

BPD selrta me lncelgah ko lnflik yang mungkin timbul. 

d) Melningkatkan Partisipasi Masyarakat: Me llakukan upaya aktif untuk me lningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pro lsels pe lngambilan ke lputusan dan pe llaksanaan 

prolgram desa. Me lngadakan pelrtelmuan desa, so lsialisasi, dan fo lrum partisipatif 

lainnya dapat me lmo ltivasi masyarakat untuk te lrlibat se lcara aktif dalam 

pelmbangunan desa. 

e) Pelnguatan Ke lrjasama de lngan Pelmelrintah Dae lrah: BPD pe lrlu me lmbangun 

hubungan yang baik de lngan pelmelrintah dae lrah untuk me lmpelro lle lh dukungan yang 

cukup. Me lngkolmunikasikan kelbutuhan dan aspirasi desa ke lpada pelmelrintah 

daelrah se lrta melngadvo lkasi kelpelntingan desa akan me lmbantu dalam me lndapatkan 

dukungan yang le lbih baik. 

f) Pelningkatan Info lrmasi dan Ko lmunikasi: Me lmastikan akse ls yang me lmadai telrhadap 

infolrmasi dan me lningkatkan kolmunikasi antara BPD dan pihak te lrkait, telrmasuk 

masyarakat desa. Pelnggunaan me ldia so lsial, pelngadaan we lbsitel desa, atau 

pelnye llelnggaraan pelrte lmuan rutin dapat me lmbantu dalam me lnyampaikan 

infolrmasi selcara e lfelktif. 
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